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BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat dalam bab 

sebelumnya mengenai implementasi pemungutan, penyetoran, dan 

pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai wajib pungut pada PT 

Dok dan Perkapalan Surabaya  maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. PT Dok dan perkapalan Surabaya telah Melakukan pemungutan, 

penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan nilai Wajib 

Pungut sesuai dengan PMK 136/PMK.03/2012. 

2. Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut menggunakan kode 

Faktur Pajak “03”, dengan transaksi di atas Rp10.000.000 dan 

pemungut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

3. PT Dok dan Perkaplan Surabaya telah menggunakan e-billing 

untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut dan 

telah menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Faktur secara online 

sesuai dengan kebijakan pemerintah. 

 

3.2 Saran 

1. Membuat kesepakatan kepada rekanan untuk memberikan 

batasan waktu penyerahan Faktur Pajak. 

2. Segera melakukan penyetoran sesudah saat transaksi pembelian 

dilakukan, untuk menghindari keterlambatan, atau penggunaan 

dana karena kepentingan lain. 

3. Disiplin dengan waktu pelaporan, jika sudah melakukan 

penyetoran agar tidak terlambat lapor. 
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